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RINGKASAN 

 Perlindungan  mengenai  data  pribadi  pada  transaksi  pinjam  meminjam 
elektronik di Indonesia. Pada faktanya di Indonesia pengaturan mengenai 
perlindungan konsumen terkait data pribadi masih menyebar di berbagai 
peraturan. Saat ini Bahaya dari adanya ketidakpastian hukum pada rezim 
perlindungan data pribadi akan sangat merugikan konsumen, dikarenakan banyak 
sekali  ancaman  dari  pembobolan  disamping  kelalaian  yang  dapat  disebabkan 
karena kurang matangnya system perlindungan data pribadi yang digagas pelaku 
usaha sektor teknologi finansial (fintech) maupun ancaman dari adanya 
kesengajaan pelaku bisnis atau tenaga kerja pada sektor bisnis fintech yang berniat 
membobol  data  pribadi  untuk  kepentingan  tertentu.  Salah  satu  contoh  adalah 
apabila terjadi keterlamabatan pembayaran angsuran pinjaman elektronik, 
penyedia jasa dalam hal ini menghubungi sejumlah teman kontak  yang ada dalam  
daftar kontak ponsel pengguna jasa pinjaman elektronik,  yang membuat perasaan 
tidak  nyaman  dan  sangat  menggangu.  Penagihan  yang  dilakukan  oleh  penyedia 
usaha tersebut tentunya melanggar  prinsip kerahasiaan dalam perlindungan 
konsumen dan melanggar Hak Asasi Manusia.  Tujuan dai penelitian ini, pertama 
adalah  mengetahui  pengaturan  perlindungan  hukum  data  pribadi  pengguna  jasa 
pinjaman elektronik di  Indonesia menurut prinsip kepastian hukum;  yang kedua 
untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum data pribadi pengguna jasa 
pinjaman  elektronik  di  Indonesia;  ketiga,  untuk  mengetahui  regulasi  kedepan 
terhadap data pribadi debitur pinjaman elektronik berdasarkan konsep 
perlindungan hukum. 
 Metode  penelitian  dalam  tesis  ini  menggunakan  pendekatan  perundang-
undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), 
pendekatan perbandingan (comparative approach). 
 Berdasarkan hasil kajian (pembahasan) yang di peroleh hasil bahwa: 
pertama,  mengenai  perlindungan  data  pribadi  di  Indonesia  masih  belum  dapat 
dikatakan  telah  memenuhi  prinsip  kepastian  hukum  dimana  seharusnya  negara 
dalam  hal  ini  memberikan  suatu  perlindungan  yang  konsisten.  Negara  harus 
menerbitkan  suatu  peraturan  khusus  mengenai  perlindungan  data  pribadi  guna 
memenuhi  tujuan  negara  sebenarnya  yang  seharusnya  melindungi  hak-hak  dari 
rakyatnya. Terutama dalam hal perlindunngan data pribadi pada layanan teknologi 
finansial  (fintech).  Kedua,  Bentuk  perlindungan  hukum  data  pribadi  pada  bisnis 
pinjaman  uang  secara  elektronik    yakni    secara    internal  dan  eksternal,  internal 
artinya bentuk perlindungannnya bagi penerima pinjaman uang elektronik adalah 
saat sebelum melakukan perjanjian (pra kontrak) pengajuan pinjaman, konsumen 
mempelajari  terlebih  dahulu  syarat  dan  ketentuan  yang  berlaku  pada  aplikasi 
penyedia  pinjam  uang  elektronik  yang  dikunjungi.  Bentuk  perlindungan  hukum 
secara eksternal, bentuk perlindungan ini sama seperti dengan bentuk 
perlindungan hukum secara preventif yang menekankan suatu bentuk 
perlindungan yang diberikan oleh pemerintah. Bentuk perlindungan secara 
eksternal yang berhubungan dengan perlindungan data pribadi terkait bisnis 
fintech  di  Indonesia  memang  sudah  ada,  namun  peraturan  tersebut  tersebar  di 
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berbagai  macam  peraturan  yang  ada  di  Indonesia.  Ketiga,    konsumen/pengguna 
jasa pinjaman elektronik ataupun penyedia jasa pinjaman elektronik merupakan 2 
unsur yang dapat meningkatkan perekonomian di suatu negara. Adanya 
pengaturan mengenai perlindungan hukum data pribadi saat ini sangatlah urgent 
mengingat pada transaksi tersebut berkaitan erat pada yang namanya data pribadi, 
data pribadi sendiri di era modern ini adalah barang yang berharga yang tentunya 
perlu mendapat perlindungan hukum. Pengaturan perlindungan hukum data 
pribadi  saat  ini  tentunya  merupakan  tuntutan  yang  semestinya  di  buat  guna 
menciptakan iklim perlindungan hukum yang berprinsip kepastian hukum. Bagian 
ini  dimkasudkan  untuk  mengakomodir  kebutuhan  para  pengguna  jasa  pinjaman 
elektronik, penyedia ataupun pemerintah khususnya dalam bisnis teknologi 
finansial (fintech). 
 Sebagai saran dari tesis ini, yang pertama bahwa kepada pemerintah dan 
lembaga  terkait  hendaknya  mempersiapkan  payung  hukum  terkait  perlindungan 
data  pribadi,  mengingat  perkembangan  teknologi  yang  semakin  hari  semakain 
berkembang pesat dan sangat pentingnya data pribadi seseorang untuk di lindungi. 
Kedua;  kepada  perusahaan  hendaknya  mematuhi  peraturan  ,  hak  dan  kewajiban 
sesuai  dengan  tanggungjawab  yang  tidak  merugikan  masyarakat.  ketiga;  kepada 
konsumen  hendaknya  memilih  perusahaan  yang  terpecaya  dan  memperhatikan 
terlebih dahulu syarat dan ketentuan sebelum menyetujui syarat yang akan 
diberikan oleh penyedia layanan pinjam meminjam elektronik (fintech). Selain itu 
konsumen  juga  perlu  mempelajari  mengenai  seluk  beluk  transaksi  elektronik 
secara keseluruhan. 
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SUMMARY 

 Protection  of  personal  data  on  electronic  loan  and  loan  transactions  in 
Indonesia. In fact, in Indonesia, regulations regarding consumer protection 
related  to  personal  data  are  still  spread  in  various  regulations.  Currently  the 
danger  of  legal  uncertainty  in  the  personal  data  protection  regime  will  be  very 
detrimental  to  consumers,  due  to  the  many  threats  of  burglary  in  addition  to 
negligence  that  can  be  caused  due  to  lack  of  maturity  of  the  personal  data 
protection system initiated by financial technology (fintech) business actors and 
the threat of intentional business people or workers in the fintech business sector 
who intend to break into personal data for certain purposes. One example is in 
the  event  of  delinquency  in  paying  electronic loan  installments,  the  service 
provider  in  this  case  contacts  a  number  of  contact  friends  who  are  on  the 
cellphone contact list of users of electronic loan services, which makes the feeling 
uncomfortable and very disturbing. Billing by these business providers certainly 
violates the principle of confidentiality in consumer protection and violates 
human rights. The purpose of this study is to first determine the legal protection 
arrangements  for  personal  data  users  of  electronic  loan  services  in  Indonesia 
according to the principle of legal  certainty; the second is to find out the legal 
form of personal data protection for electronic loan service users in Indonesia; 
third, to find out future  regulations on personal  data of electronic loan  debtors 
based on the concept of legal protection. 
 The research method in this thesis uses a statute approach, a conceptual 
approach, and a comparative approach. 
 Based  on  the  results  of  the  study  (discussion),  the  results  obtained  are 
that: first, the protection of personal data in Indonesia still cannot be said to have 
fulfilled  the  principle  of  legal  certainty  whereby  the  state  should  provide  a 
consistent protection. The state must issue a special regulation on the protection 
of personal data in order to fulfill the actual goals of the state which are supposed 
to protect the rights of its people. Especially in the case of protection of personal 
data on financial technology services (fintech). Second, the form of legal 
protection  for  personal  data  in  the  electronic  money  lending  business,  namely 
internally and externally, internally means the form of protection for the 
recipients of electronic money loans is the time before entering into an agreement 
(pre-contract)  for  a  loan,  consumers  first  learn  the  terms  and  conditions  that 
apply to application provider of electronic money lending visited. Form of legal 
protection  externally,  this  form  of  protection  is  the  same  as  preventive  form  of 
legal protection which emphasizes a form of protection provided by the 
government.  Forms  of  external  protection  relating  to  the  protection  of personal 
data related to the fintech business in Indonesia already exist, but these 
regulations are spread in various kinds of regulations in Indonesia. Third, 
consumers / users of electronic loan services or electronic loan service providers 
are 2 elements that can improve the economy in a country. The current regulation 
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on legal protection of personal data is very urgent considering that the 
transaction is closely related to the name of personal data, personal data itself in 
this modern era is a valuable item which certainly needs legal protection. Current 
legal protection arrangements for personal data are certainly demands that must 
be  made  in  order  to  create  a  climate  of  legal  protection  that  is  based  on  legal 
certainty. This section is intended to accommodate the needs of users of electronic 
loan services, providers or the government, especially in the financial technology 
business (fintech). 
 As  a  suggestion  from  this  thesis,  the  first  is  that  the  government  and 
related  institutions  should  prepare  a  legal  umbrella  related  to  the  protection  of 
personal data, bearing in mind that technological developments are increasingly 
growing  rapidly  and  the  importance  of  one's  personal  data  to  be  protected. 
Second;  the  company  should  comply  with  regulations,  rights  and  obligations  in 
accordance with responsibilities that do not harm the community. third; 
consumers should choose a trusted company and pay attention to the terms and 
conditions before agreeing to the terms that will be provided by electronic lending 
and borrowing services (fintech). In addition, consumers also need to learn about 
the ins and outs of electronic transactions as a whole. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

Perkembangan teknologi semakin hari semakin maju, perkembangan 

teknologi berbanding lurus dengan penyebaran informasi yang sangat cepat. 

Perkembangan teknologi telah banyak merubah aspek tatanan kehidupan 

masyarakat, baik dalam segi peradaban maupun perilaku manusia secara  global. 

Perkembangan  teknologi  memberikan  perubahan  yang  sanagat  signifikan  baik 

secara langsung maupun tidak langsung. Perkembangan yang demikian itu 

mengakibatkan hubungan dunia seolah-olah tanpa batas yang menyebabkan 

perubahan,  baik  itu  sosial,  ekonomi  dan  budaya.  Adanya  teknologi  ini  tentunya 

dampak yang di timbulkan sangatlah banyak, selain dampak postif sebagai media 

peningkatan, kemajuan dan peradaban manusia, namun dengan adanya teknologi 

juga  tidak  lalai  dari  dampak  negatifnya,  antara  lain  dapat  memberikan  sarana 

efektif terjadinya perbuatan melanggar hukum yang berbasis internet.1 Jadi, 

dengan  adanya  perkembangan  teknologi  yang  semakin  hari  semakin  meningkat 

akan  menimbulkan  kemungkinan-kemungkinan  dampak  yang  akan  di  timbulkan 

dalam kehidupan masyarakat. 

 Terlepas dari dampak yang di timbulkan dari adanya perkembangan 

teknologi  ini,  pada  faktanya  masyarakat  Indonesia  sangat  menyambut  baik  era 

digital ini, tentunya tidak terlepas manfaat dan kemudahan oleh

                                                           
1  Maskun,    Kejahatan  Siber  Cyber    Crime  (Jakarta:  Kencana  Prenada  Media  Group, 

2013), hlm.29 
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 hadirnya  teknologi.  Pasalnya  dengan  adanya  tekknologi  semacam  internet  ini, 

masyarakat sudah dapat mengakses apa saja yang mereka butuhkan. Hasil survei 

Statistik  Pengguna  Internet  Indonesia  tahun  2016  yang  dilakukan  oleh  Asosiasi 

Penyelenggara  Jasa  Internet  Indonesia,  jumlah  pengguna  internet  di  Indonesia 

tahun  2016  adalah  132,7  juta  pengguna  atau  sekitar  51,5%  dari  total  penduduk 

Indonesia. Berdasar total 132,7 juta pengguna internet tersebut, sebesar 63,1 juta 

atau sekitar 47,6% pengguna menggunakan perangkat mobile (smartphone). Saat 

ini,  rata-rata  masyarakat  Indonesia  yang  berumur  20-40  tahun  telah  melakukan 

bentuk  transaksi  produk  maupun  jasa  secara  elektronik. 2  Pada  tahun  2016  saja 

pengguna internet di Indonesia sudah berjumlah demikian, tentunya saat ini pada 

tahun  2019  ini  maka  secara  nyata  terjadi  pertumbuhan  pengguna  internet  di 

Indonesia terus bertambah. 

Salah  satu  bentuk    perubahan  yang  terjadi  dalam  kehidupan  masyarakat 

dengan adanya teknologi yaitu mengenai sistem keuangan (finsansial). 

Perkembangan teknologi finansial (fintech) ini memberikan inovasi-inovasi baru 

yang memudahkan, efisiensi, kesederhanaan dalam melakukan transaksi.3 

Teknologi yang menyangkut finansial ini muncul dengan segala kemudahan dan 

kesederhanannya  untuk  memanfaatkan  peluang  di  era  digital,  diharapkan  pula 

menjadi solusi alternatif saat melakukan bertransaksi ekonomi yang lebih efisien 

dalam  segi  waktu  ataupun  tenaga  bagi  nasabah  dan  pengguna  jasa  keuangan 

dalam  setiap  transaksi  yang  dilakukan.    Secara  nyata  pemanfaatan  teknologi  ini 

                                                           
2Rudi Saleh Susetyo, Kajian Perlindungan Konsumen Di sektor Jasa Keuangan, (Jakarta: 

Departemen Perlindungan Konsumen, 2017), hlm. 4 
3Rachmadi Usman, Karakteristik Uang Elektronik Dalam Sistem Pembayaran, (Jakarta: 

Yuridika, 2017), hlm. 135 
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sangatlah berperan penting bagi pertumbuhan ekonomi dan menjadikan 

masyarakat  lebih  sejahtera.  Lembaga  jasa  keuangan  berbasis  teknologi  finansial 

(fintech) keberadaannya memberikan tujuan  pada produk-produk keuangan, dan 

mempermudah  transaksi  keuangan  dan  juga  meningkatkan  literasi  keuangan. 4 

Pemanfaatan dari semakin pesatnya dan canggihnya teknologi informasi, muncul 

berbagai  inovasi  dalam  lembaga  keuangan  non  bank  seperti  hadirnya  teknologi 

finansial  (fintech)  yang  berkembang  di  Indonesia  akhir-akhir  ini.5    Teknologi 

finansial  (fintech)  adalah  sebuah  inovasi  layanan  dalam  lembaga  keuangan  non 

bank  yang  memanfaatkan  teknologi  informasi  sebagai  alat  untuk  menjangkau 

konsumennya.  Menurut  Muliaman  D.  Hadad  (Ketua  Dewan  Komisioner  OJK) 

teknologi  (fintech)  merupakan  Sebuah  inovasi  yang  berhasil  mentransformasi 

suatu  sistem  atau  pasar  yang  eksisting,  dengan  memperkenalkan  kepraktisan, 

kemudahan akses, kenyamanan, dan biaya yang ekonomis, dikenal sebagai 

inovasi disruptif (disruptive innovation).6 

Pinjam  meminjam  uang  atau  pembiaayaan  yang  menjadi  andalan  utama 

adalah lembaga keuangan pada umumnya (secara konvensional). Lembaga 

keuangan  ini  sangat  berpengaruh  dalam  meningkatkan  pembangunan,  dan  juga 

perekonomian di suatu negara. Saat ini dunia usaha mengalami peningkatan yang 

signifikan, yang  mengakibatkan  fungsi  dari  lembaga  keuangan  juga  semakin 

meningkat. Berdasar lembaga keuangan maka antara pelaku usaha ekonomi baik 

                                                           
4  Max  Manroe,  “Mengenal  Fintech,  Inovasi  Sistem  Keuangan  di  Era  Digital”,  diakses 

dari https://www.maxmanroe.com/mengenal-fintech-inovasi-sistem-keuangan-di-era-digital.html 
pada tanggal 23 agustus 2019, pukul 14.00 

5 Sunaryo, Hukum Lembaga Pembiayaan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm.2 
6 Muliaman D. Hadad,  Financial Technology (Fintech) Di Indonesia , (Jakarta: Buletin 

hukum Kebank Sentralan Vol.15 Tentang Fintech – IBS, 2017),  hlm. 3 
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kecil  ataupun  skala  besar  akan  akan  terbantu dengan  memberikan  pinjaman 

modal. Pada faktanya lembaga keuangan dapat dibedahkan menjadi 3 kelompok 

besar yaitu:7 

a. Lembaga Keuangan Bank. 

b. Lembaga Keuangan Bukan Bank. 

c. Lembaga Pembiayaan. 

Fungsi lain yang di miliki lembaga keuangan yaitu sebagai media 

penyaluran dan atau yang disebut juga dengan (fund lending) yakni meminjamkan 

uang atau dana kepada masyarakat berbentuk kredit (hutang). Lembaga keuangan 

bank  ataupun  non  bank  terus  bersinergi  memberikan  pelayanan  yang  terbaik 

kepada  masyarakat  dalam  bidang  kerdit  (hutang).  Sejatinya  lembaga  keuangan 

mempunyai fungsi yang sangat baik, selain memberikan dana kepada masyarakat 

fungsi  perbankan  sendiri  adalah  bertujuan  untuk  membantu  masyarakat  dengan 

menaikan taraf hidup masyarakat. Lembaga  keuangan yang merupakan alternatif 

bagi masyarakat guna memenuhi kebutuhan dana masyarakat, sebenarnya masih 

belum sepenuhnya maksimal dalam menghimpun dan menyalurkan dana kepada 

masyarakat luas. Saat ini banyak sekali lembaga keuangan yang memberikan hal 

yang  tidak  muda  dan  terkesan  mempersulit,  yang  seharusnya  fasilitas  tersebut 

dapat  di  nikmati  secara  mudah  oleh  masyarakat.    Kegiatan  pinjam  meminjam 

kepada bank selain harus memiliki agunan atau barang jaminan, syarat 

pemeberian pinjaman di bank relatif sulit untuk dipenuhi bagi kalangan 

masyarakat yang memiliki status ekonomi menengah kebawa. 

                                                           
7  Abdulkadir  Muhammad  dan  Rilda  Murniati,  Lembaga  Keuangan  dan  Pembiayaan, 

(Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 17 
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Saat ini lembaga keuangan bukan bank menjadi salah satu inovasi 

perkembangan  ekonomi.  Inovasi  tersebut    adalah  melalui  teknologi  finansial 

(fintech).  Teknologi  finansial  (fintech)  di  Indonesia  dapat  dikategorikan  sebagai 

Lembaga  Keuangan  Bukan  Bank.  Perkembangan  teknologi  yang  semakin  hari 

semakin canggih mengakibatkan teknologi ini posisinya menjadi terdepan dalam 

kehidupan sehari-hari di masyarakat. Semakin bergantungnya konsumen terhadap 

teknologi ini mengakibatkan perkembangan yang semakin cepat terjadinya 

transaksi jasa keuangan elektronik. Teknologi finansial (fintech) ini muncul 

dengan  segala  kemudahan  dan  kesederhanaannya  memanfaatkan  peluang  di  era 

digital, yang di harapkan pula menjadi solusi alternatif pada terjadinya transaksi 

elektronik yang tidak merumitkan pengguna jasa keuangan sehingga lebih efisien 

Konsep  teknologi  finansial    (fintech)  di  harapkan  dapat  menghadirkan 

suatu  proses  transaksi  keuangan  yang  lebih  mudah  aman  dan  modern.  Pada 

perkembangannya teknologi finansial (fintech)dibedakan menjadi 4 kategori yaitu: 

a. Deposits, lending, capital raising (crowdfounding, peer to peer lending). 

b. Payment,  clearing  dan  settlement  (mobile  payment  (misalkan  :  P2P  transfer, 

apple/samsung pay), web – based payment (misalkan : invoice payment 

paypal). 

c. Market provisio ning (e – aggregators). 

d. Investment dan risk management (robo advice, e-trading, insurance).8 

 

                                                           
8Bank Indonesia, Financial Technology (Perkembangan dan Kebijakan 

BankIndonesia),URL:http://jababekaictexpo.com/theme/File/Fintech_BankIndonesia.pdf, Diakses 
Pada Tanggal 23 Agustus 2019. 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/


6 
 

 

Saat  ini  banyak  sekali  perusahaan  e-commerce  mengembangkan  bisnis 

fintech  seperti  payment  gateway,  go-jek,  go-pay  sebagai  payment  gateway  dan 

lain-lainnya. Pertumbuhan perusahaan-perusahaan yang bergerak dibidang 

ekonomi yang berbasis teknologi ini tentuya menambah semakin mudahnya 

masayarakat untuk memilih lembaga keuangan mana yang akan di jadikan tujuan 

transaksi  keuangan.  Terkait  berbagai  kemudahan  yang  diberikan  dari  teknologi 

finansial  tentunya  membuat  masyarakat  semakin  menggandrungi  bukan  hanya 

masyarakat  yang  menjadi  pengguna  jasa,  namun  masyarakat  juga  tertarik  pada 

penyedia jasa layanan teknologi finansial (fintech).  

Perkembangan teknologi finansial (fintech) yang sangat cepat ini tentunya 

harus di kendalikan oleh hukum, guna melindungi baik konsumen ataupun pelaku 

usaha.  Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan selaku badan yang 

berwenang, saat ini telah mengeluarkan peraturan yang terkait transaksi keuangan 

teknologi finansial (fintech)  antara lain: 

1. POJK. Nomor 13/POJK.02/2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital di 

Sektor Jasa Keuangan. 

2. PBI Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Pennyelenggaraan Pemrosesan 

Transaksi Pembayaran. 

3. PBI Nomor 16/8/PBI/2014 Tentang Uang Elektronik. 

Berdasar  adanya  pengaturan  diatas  tentu  sangat  berperan  penting  untuk 

menjaga  kepastian  hukum  transaksi  keuangan  jenis  finansial  teknologi  (fintech) 

ini. Namun , perkembangan teknologi finansial (fintech)  yang terus berkembang 

hingga saat ini, tentu harus diikuti juga dengan hadirnya regulasi dan pengawasan 

baik tentang pembatasan dan lainnya, dan yang lebih penting adalah perlindungan 

data pribadi. Mengingat, penggunaan teknologi informasi  pada bisnis keuangan 
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berbasis teknologi informasi (fintech) sejatinya sangat berkaitan erat dengan data 

atau informasi baik data yang dimiliki pengguna jasa pinjaman elektronik ataupun 

data  orang  terdekat  pengguna  jasa  pinjaman  elektronik,  karena  pada  aplikasi 

pinjaman  elektronik,  memang  proses  pengambilan  data  pribadi  sudah  menjadi 

syarat mutlak yang wajib di penuhi di awal penggunaan aplikasi tersebut. 

Kejadian  seperti  itu  bahkan  sering  tidak  di  sadari  oleh  calon  pengguna  jasa 

pinjaman elektronik. 

Adanya    Permenkominfo  Nomor  20  Tahun  2016  Tentang  Perlindungan 

Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik yang berfungsi sebagai sarana 

perlindungan  bisnis  teknologi  finansial  (fintech),  tetapi  produk  hukum  diatas 

masih dikatakan lemah karena tidak adanya ketentuan mengenai sanksi terhadap 

penyalahgunaan data pribadi konsumen, hal inilah yang menyebabkan tidak 

adanya suatu kepastian hukum bagi bisnis fintech, karena dalam penyalahgunaan 

data pribadi bisnis fintech ini juga menyangkut data dari orang orang di sekeliling 

dari pengguna jasa pinjaman elektronik fintech. Sejatinya Peraturan menteri 

tersebut harus berkaitan dengan Undang-undang, karena sifat dari peraturan 

menteri hanyalah pelaksana dari Undang-undang yang ada. Tentunya kekosongan 

hukum ataupun tanpa  adanya  lembaga lembaga  yang secara tegas menyelsaikan 

permasalahan  perlindungan  data  pribadi  ini  yang  mengakibatkan  oknum-oknum 

dapat  dengan  seenaknya  menyelahgunakan  data  pribadi  masyarakat.  Kejadian 

penyalahgunaan data pribadi pada bisnis  fintech salah satunya  yang terjadi pada 

Ibu Lia Nurlia, beliau mempunyai pinjaman 6 (enam) aplikasi pinjaman elektronik 

yang  mana  5  (lima)  sudah  jatuh  tempo,  dan  1  (satu)  pinjaman  elektronik  akan 
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jatuh tempo.  Awalnya Ibu Lia Nurlia selalu menerima telpon dan balas-membalas 

pesan whatsapp dari pelaku usaha teknologi finansial (fintech),  tapi setelah ibu lia 

belum bisa membayar pinjaman tersebut, Ibu Lia mendapat ancaman yang 

mengakibatkan Ibu Lia tidak pernah mejawab telpon ataupun membalas whatsapp 

dan sms. Selain itu pelaku juga menghubungi sejumlah teman kontak  yang ada 

dalam  daftar kontak ponsel Ibu Lia,  yang membuat perasaan tidak nyaman dan 

sangat menggangu. Penagihan yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut tentunya 

melanggar    prinsip  kerahasiaan  dalam  perlindungan  konsumen  dan  melanggar 

Pasal 27, Pasal 29 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik .9 

Penagihan  dengan  cara  tersebut   telah  menyalahgunakan  data  pribadi 

pengguna aplikasi pinjaman elektronik, juga  memungkinkan terjadinya 

pembobolan  data  baik  yang  dilakukan  oleh  pelaku  usaha  ataupun  pihak  ketiga. 

Bahaya  dari  kekosongan  hukum  pada  perlindungan  data  pribadi  akan  sangat 

merugikan konsumen, dikarenakan banyak sekali terjadi ancaman dari 

pembobolan disamping karena kelalaian yang disebabkan karena kurang 

matangnya  system  perlindungan  data  pribadi  yang  digagas  pelaku  usaha  sektor 

teknologi informasi (fintech) ataupun ancaman yang di sengaja oleh pelaku bisnis 

yang berniat membobol data pribadi untuk kepentingan tertentu. Resiko tersebut 

dapat  menjadikan  teknologi  finansial  (fintech)  di  Indonesia  di  cap  buruk  karena 

                                                           
9Lia Nurlia, https://mediakonsumen.com/2019/05/28/surat-pembaca/terjerat-pinjol-

sampai-sekarang-belum-bisa-bayar, Di Akses Pada Tanggal 23 Oktober 2019 
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tidak  mempunyai  regulasi  perlindungan  data  pribadi  baik  bagi  kreditur  ataupun 

calon kreditur.  

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan oleh peneliti di atas maka 

sangatlah menarik jika dibahas lebih lanjut di dalam sebuah penelitian tesis yang 

berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Pinjaman 

Elektronik Atas Data Pribadi Berdasarkan Prinsip Kepastian Hukum”. 

 

1.2  Rumusan Masalah  

Berdasarkan  uraian  latar  belakang  yang  sudah  dijelaskan  di  atas,  maka 

muncul perumusan masalah yang harus dipecahkan. Adapun perumusan masalah 

tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Apakah pengaturan perlindungan hukum data pribadi  pengguna jasa 

pinjaman elektronik di Indonesia sudah sesuai prinsip kepastian hukum? 

2. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum data pribadi pengguna jasa 

pinjaman elektronik di Indonesia? 

3. Bagaimana regulasi kedepan terhadap data pribadi debitur pinjaman 

elektronik berdasarkan konsep kepastian hukum? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Bruggink  berpendapat  bahwa  tujuan  penelitian  adalah  suatu  penentuan 

tujuan atau untuk kepentingan suatu pengetahuan. 10 Adapun tujuan penelitian ini 

yang ingin dicapai dalam penyusunan tesis ini adalah: 

1. Mengkaji,  menganalisis,  dan  menjelaskan  tentang  pengaturan  perlindungan 

hukum pengguna jasa pinjaman elektronik di Indonesia sudah mencerminkan 

prinsip kepastian hukum. 

2. Mengkaji dan menganalisis bentuk perlindungan hukum pengguna jasa 

pinjaman elektronik di Indonesia terkait data pribadi. 

3. Memberikan masukan kepada Pemerintah dengan menemukan regulasi 

kedepan mengenai debitur pinjaman elektronik berdasarkan konsep kepastian 

hukum. 

 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Bruggink  berpendapat  bahwa  tujuan  penelitian  adalah  suatu  penentuan 

tujuan atau untuk kepentingan suatu pengetahuan. 11 Adapun tujuan penelitian ini 

yang ingin dicapai dalam penyusunan tesis ini adalah: 

1. Mengkaji, menganalisis, dan menjelaskan tentang pengaturan 

perlindungan  hukum  pengguna  jasa  pinjaman  elektronik  di  Indonesia 

sudah mencerminkan prinsip kepastian hukum. 

2. Mengkaji  dan  menganalisis  bentuk  perlindungan  hukum  pengguna  jasa 

pinjaman elektronik di Indonesia terkait data pribadi. 
                                                           

10 J.J.H. Bruggink, Arief Sidarta, Refleksi Tentang Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 
1996), hlm. 216 

11 Ibid, hlm. 216 
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3. Memberikan  masukan  kepada  Pemerintah  dengan  menemukan  konsep 

regulasi kedepan mengenai debitur pinjaman elektronik berdasarkan 

konsep kepastian hukum. 

 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang hendak dicapai dalam penyusunan karya tulis tesis 

hukum ini adalah : 

1. Manfaat Teoritis Memberikan suatu bentuk kontribusi pemikiran dalam 

rangka pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum perdata 

ekonomi secara umum, dan secara khusus dapat dijadikan pertimbangan dan 

kajian dalam  perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen pengguna 

jasa pinjaman elektronik. Aspek akademis diharapkan dapat memberikan nilai 

tambahan dalam aspek perkembangan ilmu hukum, terutama di dalam bidang 

ilmu hukum perdata ekonomi dalam pengkajian mengenai pengaturan 

perlindungan hukum data pribadi pengguna jasa pinjaman elektronik. 

2. Manfaat  praktis  diharapkan  menjadi  dasar  pertimbangan  dan  masukan  bagi 

Pemerintah  terkait  dan  juga  semua  pihak-pihak  yang  aktif  dan  turut  andil 

dalam  hal  yang  berkaitan  dengan  kegiatan  terkait  perlindungan  konsumen 

yang menyangkut data pribadi pengguna jasa pinjaman elektronik. 
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1.4  Orisinalitas Penelitian 

Karya  tulis  ilmiah  ini  adalah  hasil  karya  peneliti  sendiri,  kecuali  yang 

disebutkan sumbernya dan oleh peneliti ataupun pihak lain belum pernah diajukan 

kepada institusi manapun, serta tidak karya jiplakan. Penelitian ini pada dasarnya 

didasari  oleh  permasalahan-permasalahan  yang  terjadi  di  Indonesia.  Akan  tetapi 

pada tesis ini dengan judul “perlindungan hukum terhadap pengguna jasa 

pinjaman elektronik atas data pribadi berdasarkan prinsip kepastian hukum” 

dijamin keasliannya serta pembahasan dan kesimpulan dalam penelitian ini pada 

dasarnya  didasari  oleh  penelitian  terdahulu  dari  beberapa  tesis yang  sejenis. 

Beberapa rujukan dan referensi penelitian tesis hukum tersebut, yaitu : 

Tabel 1 

Orisinalitas Penelitian 

No Bagian Andrew G.A 

Universitas Atmajaya 
Yogyakarta 

Ni Nyoman Ari Diah 
Nurmantari 

Universitas Udayana 

1. Judul Perlindungan Hukum Atas 
Data Pribadi Konsumen 
Dalam Transaksi E-
Commerce 

Perlindungan Hukum 
Terhadap Data Peminjam 
Dalam Layanan Aplikasi 
Pinjaman Elektronik 

2. Isu Hukum Perkembangan e-commerce 
saat ini semakin hari 
kemajuannya  semakin  pesat. 
Hal itu di dorong makin 
banyaknya penggunaan 
perangkat yang terhubung ke 
internet dan membutuhkan 
akses  layanan    berbasis  data 
secara real time. Sebagai 
layanan  yang  tegolong  baru 
di  Indonesia,  isu  keamanan 
dan perlindungan dat pribadi 
dinilai masih menjadi poin 
penting bagi kegiatan e-
commerce di Indonesia 
melihat banyaknya kasus 
pembobolan data pribadi 

Adanya layanan aplikasi 
pinjaman elektronik, selain 
menimbulkan  dampak  positif, 
juga menimbulkan suatu 
dampak negatif antara lain  
banyak orang telah  
mengeluhkan permasalahan 
mengenai penyebarluasan data  
yang dilakukan oleh pihak 
penyelenggara pinjaman 
elektronik tanpa 
pemberitahuan  dan  tanpa  izin 
dari pemiliknya. 
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yang merugikan pengguna 
layanan tersebut. 

3. Tipe Penelitian Deskriptif Analitis Deskriptif Analitis 

4. Rumusan 
Masalah 

1. Bagaimana Undang-
undang Nomor 19 
Tahun 2016 Tentang 
Informasi  dan 
Transaksi Elektronik 
dalam memberikan 
perlindungan data 
pribadi kepada 
konsumen dalam 
transaksi e-commerce? 

2. Bagaimana tanggung 
jawab dan jaminan yang 
diberikan perusahaan/ 
penyedia e-commerce 
terhadap perlindungan 
data pribadi konsumen 
dalam transaksi e-
commerce? 

1. Bagaimanakah 
perlindungan hukum 
terhadap data 
peminjam dalam 
layanan aplikasi 
pinjaman elektronik?  

2. Bagaimanakah sanksi 
terhadap pelanggaran 
data pada layanan 
pinjam meminjam  

5. Hasil Penelitian Pertama, Undang-Undang 
Informasi dan Transaksi 
Elektronik belum 
sepenuhnya memberikan 
perlindungan hukum 
terhadap perlindungan data 
pribadi konsumen, karena 
dalam  penelitian  ini  penulis 
melihat dengan 
menggunakan perbandingan 
hukum negara lain yang 
dimana, hak privasi dari 
konsumen yang terkait 
dengan perlindungan data 
belumlah sepenuhnya 
tercantum di dalam Undang-
Undang ITE. Kedua, 
Tanggung jawab dari 
perushaan terkait jikalau 
terjadinya kebocoran data 
,maka perusahaan penyedia 
jasa layanan tersebut akan 
melakukan prosedur yang 

Pertama, Perlindungan 
hukum data telah diatur dalam 
Pasal 26 UU ITE. Secara 
khusus perlindungan data 
pribadi peminjam dalam 
layanan pinjaman elektronik 
diatur dalam POJK No. 
77/POJK.01/2016 tentang 
Layanan Pinjam Meminjam 
Uang Berbasis Teknologi 
Informasi, yang ditegaskan 
pada Pasal 26 bahwa pihak 
penyelenggara wajib dan 
bertanggung jawab menjaga 
kerahasiaan, keutuhan dan 
ketersediaan data pribadi 
pengguna serta dalam 
pemanfaatannya harus 
memperoleh  persetujuan  dari 
pemilik data pribadi kecuali 
ditentukan lain oleh ketentuan 
peraturan 
perundangundangan. Kedua, 
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sesuai dengan peraturan 
perUndang-Undangan, serta 
melakukan ganti rugi 83 
sebesar yang telah di 
tentukan oleh perusahaan 
tersebut di dalam sebuah 
term of service and 
agreement yang telah 
disetujui oleh pemakai 
layanan mereka, kebijakan 
ini  lahir  dari  perusahaan  itu 
sendiri di karenakan 
Undang-Undang sendiri 
tidak mengatur mengenai 
berapa besar gantikerugian 
jikalau terjadinya suatu hal 
atas kebocoran data. 

Sanksi terhadap pelanggaran 
data pribadi  yang mencakup 
pencemaran nama baik, diatur 
dalam Pasal 45 UU ITE 
berupa  sanksi  pidana.  Selain 
sanksi  pidana,  secara  khusus 
juga diatur dalam Pasal 47 
ayat (1) POJK No. 
77/POJK.01/2016 yaitu sanksi 
administratif, berupa 
peringatan tertulis, denda, 
pembatasan kegiatan usaha, 
dan pencabutan izin.  

6. Perbedaan Tesis  ini  berbeda  dari  beberapa  karya  tulis  ilmiah  tersebut 
diatas  karena  tesis  tersebut  diatas  hanya  mengkaji  adanya 
peraturan di Indonesia terkait data pribadi saat ini dan bentuk 
sanksi penyalahgunaan data pribadi. Tesis ini lebih 
menekankan pada bentuk-bentuk perlindungan hukum secara 
preventif,  represif,  internal  dan  external  terkait    data  pribadi  
pengguna  jasa  pinjaman  elektronik  di  Indonesia,  sekaligus 
memberikan arah kebijakan regulasi kedepan  kepada 
pemerintah berdasarkan kepastian hukum.  

Adapun Rumusan Masalah dalam Penulisan tesis ini adalah: 

1. Apakah  pengaturan  perlindungan  hukum  pengguna 
jasa pinjaman elektronik di Indonesia sudah 
mencerminkan prinsip kepastian hukum? 

2. Apa bentuk perlindungan hukum pengguna jasa 
pinjaman elektronik di Indonesia terkait data pribadi? 

3. Bagaimana regulasi kedepan terkait data pribadi 
debitur pinjaman elektronik berdasarkan konsep 
kepastian hukum. 
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1.5 Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan faktor penting untuk penulisan yang bersifat 

ilmia. suatu karya ilmiah harus mengandung kebenaran yang dapat di 

pertanggungjawabkan  secara  ilmiah  sehingga  hasil  karya  ilmiah  tersebut  dapat 

mendekati  suatu  kebenaran  sesunggunya.  Penelitaian  hukum  dilakukan  dalam 

rangka  upaya  pengembangan  hukum  serta  menjawab  isu-isu  hukum  baru  yang 

berkembang  dalam  masyarakat.  Tanpa  penelitian  hukum  maka  pengembangan 

hukum tidak akan berjalan maksimal.12 

Sebuah  penelitian  secara  mutlak  diperlukan  adanya  sebuah  metode  agar 

dalam mengerjakan penelitian dapat tersusun secara terencana dan terstruktur hal 

ini diharapkan agar penelitian karya ilmiah berupa tesis ini memiliki kejelasan dan 

batasan  tertentu  agar  terhindar  dari  alur  pikir  yang  mengakibatkan  sesat  nalar. 

Penggunaan suatu metode yang tepat dapat memberikan penyelidikan dan 

analisiss yang sesuai dengan perencanaan karya ilmiah, sehingga dapat mencapai 

suatu tujuan tertentu agar langkah-langkah  yang akan diambil menjadi jelas dan 

memberikan batasan tertentu sebagai upaya untuk menghindari jalan yang 

mengakibatkan kesesatan alur pikir yang tidak terkendali. Metode sendiri 

merupakan tipe pemikiran yang digunakan untuk melakukan penelitian dan 

penilaian  terhadap  isu  hukum  yang  diangkat.13  Selain  itu  penggunaan  metode 

dapat digunakan untuk menggali, mengelola, merumuskan dan dapat 

menyimpulkan sesuai dengan kebenaran ilmiah serta untuk menjawab kedua isu 

                                                           
12Dyah Ochtorina Susanti dan A‟an Efendi, Penelitian Hukum (Legal Research), (Jakarta: 

Sinar Grafika, 2015), hlm. 7 
13Peter Mahmud Marzuki,   Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 

2016),  hlm. 35 
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hukum yang diambil oleh peneliti sehingga pada akhirnya dapat menarik sebuah 

kesimpulan yang mampu dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan akademisi. 

 

1.5.1 Tipe Penelitian  

Tipe  penelitian  yang  digunakan  dalam  penulisan  tesis  ini  adalah  yuridis 

normatif,  yaitu  penelitian  yang  difokuskan  untuk  mengkaji  kaidah-kaidah  atau 

norma-norma  dalam  hukum  positif  yang  berlaku.14  Definisi  dari  tipe  penelitian 

yuridis  normatif  adalah  penelitian  yang  bertujuan  untuk  memberikan  eksposisi 

yang  bersifat  sistematis  mengenai  aturan  hukum  yang  mengatur  bidang  hukum 

tertentu, menganalisis hubungan antara aturan hukum yang satu dengan yang lain, 

menjelaskan bagian-bagian yang sulit dipahami dari suatu aturan hukum, bahkan 

mungkin juga mencakup prediksi perkembangan suatu aturan hukum tertentu pada 

masa mendatang.15 Tipe penelitian yuridis normatif seperti undang-undang, 

peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang 

kemudian dihubungkan dengan permasalahan-permasalahan yang berkenaan 

dengan prinsip kepastian hukum perlindungan hukum terhadap pengguna jasa pi 

jaman elektronik atas data pribadi berdasarkan prinsip kepastian hukum yang akan 

dibahas dalam tesis ini. 

 

 

 

                                                           
14  Jhonny  Ibrahim,  Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif,  (Malang:  Bayu 

Media Publising, 2008), hlm. 102 

15 Dyah Ochtorina Susanti dan A‟an Efendi. Op.Cit, hlm. 1 
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1.5.2 Pendekatan Penelitian 

Pendekatan masalah  yang digunakan penulis dalam penyusunan tesis terbagi 

menjadi tiga pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (Statute 

Approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan 

Perbandingan (comparative approach), yang selanjutnya akan dijelaskan sebagai 

berikut: 

a. Pendekatan Perundang-Undangan (statute approach) 

Pendekatan  Perundang-undangan  (statute  approach)  yaitu  suatu  pendekatan 

yang  dilakukan  dengan  menelaah  semua  undang-undang  dan  regulasi  yang 

bersangkut  paut  dengan  isu  hukum  yang  sedang  ditangani.  Penelitian  untuk 

kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan 

bagi  peneliti  untuk  mempelajari  adakah  konsistensi  dan  kesesuaian  antara 

undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara regulasi dan 

undang-undang.  Hasil  dari  telaah  tersebut  merupakan  suatu  argument  untuk 

memecahkan isu yang dihadapi.16 Pendekatan perundang-undangan 

digunakan  terkait  dengan  isu  hukum  yang  menjadi  topik  bahasan, yaitu 

perlindungan  hukum  terhadap  pengguna  jasa  pinjaman  elektronik  atas  data 

pribadi berdasarkan prinsip kepastian hukum. Penggunaan pendekatan 

perundang-undangan diharapkan mampu menjawab isu hukum yang menjadi 

topik  penelitian  tersebut.  Setelah  dilakukan  telaah  terhadap  regulasi-rgulasi 

                                                           
16  Peter  Mahmud  Marzuki,    Penelitian  Hukum,  Cetakan  Ke-12,    (Jakarta:  Kencana 

Prenada Media Group, 2016), hlm. 133. 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/


18 
 

 

terkait, maka hasilnya dapat dijadikan argumen untuk memecahkan isu 

hukum yang dihadapi. 

b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) 

Pendekatan Konseptual (conceptual approach) adalah suatu pendekatan yang 

berasal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang 

dalam ilmu hukum, sehingga dengan mempelajari pandangan-pandangan dan 

doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, penulis dapat 

menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep 

hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. 

Pemahaman dan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut 

merupakan sandaran bagi penulis dalam membangun suatu argumentasi 

hukum  dalam  pemecahan  isu  yang  dihadapi.17  Guna  dapat  menjawab  isu 

hukum yang menjadi pokok permasalahan pada penelitian ini, maka 

pendekatan  konseptual  digunakan  untuk  mengetahui  dan  memahami  terkait 

dengan asas-asas maupun prinsip-prinsip, baik melalui doktrin-doktrin hukum 

maupun pandangan-pandangan hukum. Konsep-konsep yang berkaitan 

dengan asas perlindungan hukum konsumen terkait data pribadi pada pinjam 

meminjam  berbasis  teknologi  finansial  (fintech)    akan  mampu  membantu 

memecahkan  isu  hukum  yang  menjadi  pokok  permasalahan  pada  penelitian 

ini. 

 

 
                                                           

17 Ibid, hlm. 136-137  
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c. Pendekatan Perbandingan ( Comparative Approach) 

Pendekatan  Perbandingan  (comparative  approach)  peneliti  gunakan  untuk 

membandingkan undang-undang disuatu negara, dengan undang-undang dari 

satu  atau  lebih  negara  lain  yang  mengenai  hal  sejenis.18  Kegunaan  dalam 

pendekatan  ini  yaitu  untuk  memperoleh  persamaan  dan  perbedaan  diantara 

undang-undang tersebut, hal ini untuk menjawab mengenai isu hukum antara 

ketentuan undang-undang dengan ketentuan filosofi yang melahirkan undang-

undang  itu,  perbandingan  tersebut  akan  memberikan  gambaran  mengenai 

konsistensi antara filosofi dan undang-undang dibeberapa negara. 19 Peneliti di 

dalam membandingkan suatu ketentuan perundang-undangan pada penelitian 

tesis ini menggunakan Negara Malaysia, dimana  pada negara tersebut 

melalui  Personal  Data  Protection  Act  (PDPA)  2010  telah  mengatur  secara 

khusus  tentang  perlindungan  hukum  data  pribadi,  dan  juga  di  dasari  karena 

pada  dasarnya  Malaysia  dan  Indonesia  dapat  dikatakan  hampir    sama  pad 

kultur budaya masyarakat, serta merupakan anggota bersama Asean. Penulis 

juga membandingkan pada negara Korea Selatan dengan alasan Korea 

Selatan dan hampir sama dalam sistem pemerintahan dan budaya 

masyarakatnya,  dimana  sama  sama  negaranya  berbentuk  republik  dan  di 

pimpin oleh presiden serta sebagaian besar warga negaranya mata 

pencariannya adalah petani dan nelayan sama seperti Indonesia. 

 

 

                                                           
18 Ibid, hlm. 173 
19  Amirudin  dan  Zainal  Asikin,  Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum,  (Jakarta:  Raja 

Grafindo Persada, 2004),  hlm. 166 
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1.5.3 Sumber Bahan Hukum 

Bahan hukum merupakan bagian penting di dalam sebuah penelitian 

hukum. Tanpa adanya bahan hukum tidak akan dapat ditemukan jawaban atas isu 

hukum  yang diketengahkan, dalam memecahkan isu hukum  yang  akan dihadapi 

peneliti  harus  menggunakan  bahan  hukum  sebagai  sumber  penelitiaan  hukum.20 

Adapun sumber bahan hukum yang hendak dipergunakan, mengkaji dan 

menganalisis isu hukum dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, 

sekunder dan bahan non hukum sebagai berikut:21 

a. Bahan Hukum Primer (Primary Law Material) 

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan atau aturan hukum yang mengikat 

dan diurut secara sistematik.22 Bahan hukum primer terdiri dari perundang-

undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan 

putusan-putusan hakim. Adapun yang menjadi bahan hukum primer dari 

penelitian ini adalah: 

a. Undang-Undang 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran 

Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1999  Nomor  42,  Tambahan  Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3821). 

b. Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  atas  Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang  Informasi dan Transaksi Elektronik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251) 

                                                           
20 Ibid, hlm. 48 
21 Peter Mahmud Marzuki. Op. cit. hlm. 183 
22Amirudin dan Zainal Asikin. Op. cit. hlm. 31  
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c. Peraturan Komunikasi Dan Informasi Nomor 20 Tahun 2016 Tentang 

Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829). 

d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan 

Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis  Teknologi  Financial  (Lembaran  Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 324). 

e. Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  19/12/PBI/2017  tentang  Penyelenggaran 

Teknologi Finansial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6142) 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks yang berisi 

mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para 

sarjana, disamping buku teks, bahan  hukum lainnya dapat berupa tulisan-tulisan 

tentang  hukum  baik  dalam  bentuk  buku  atau  pun  jurnal-jurnal.23  Bahan  hukum 

sekunder  dalam  penelitian  ini  adalah  buku-buku  teks  termasuk  bahan  hukum 

berbentuk publikasi dimedia internet yang ada kaitannya dengan isu hukum yang 

hendak diteliti oleh peneliti. 

c. Bahan Non Hukum 

Pada penelitian hukum untuk keperluan akademis pun bahan non hukum 

dapat membantu. Sumber bahan non hukum sebagai penunjang dari bahan hukum 

primer  dan  sekunder,  bahan  non  hukum  yang  memberikan  petunjuk  maupun 

                                                           
23 Peter Mahmud Marzuki,  Pelitian Hukum Edisi Revisi, ( Jakarta: Kencana, 2005),  hlm. 

183 
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memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan non 

hukum yaitu bahan-bahan yang diambil dari buku-buku non hukum, jurnal-jurnal 

non  hukum,  hasil  diskusi,  dan  lain  sebagainya  sepanjang  mempunyai  relevansi 

dengan topik penelitian.  

1.5.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum 

Metode  pengumpulan  bahan  hukum  yang  digunakan  pada  penyusunan 

tesis  ini  antara  lain  dengan  melakukan  langkah-langkah  pada  penelitian  hukum, 

yaitu kajian pustaka, identifikasi bahan hukum, analisis dan mengeliminasi hal-hal 

yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang akan di pecahkan, 

pengumpulan  bahan  hukum-bahan  hukum  yang  sekiranya  di  pandang  memiliki 

relevansi  terhadap  isu  hukum,  melakukan  telaah  atas  isu  hukum  yang  di  ajukan 

berdasarkan  bahan-bahan  yang  telah  di  kumpulkan,  menarik  kesimpulan  dalam 

bentuk  argumentasi  yang  menjawab  isu  hukum,  untuk  selanjutnya  memberikan 

preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.24 

1.5.5 Analisis Bahan Hukum 

Analisa  bahan  hukum  merupakan  suatu  metode  atau  cara  yang  digunakan 

oleh penulis dalam menentukan jawaban atas permasalahan yang dibahas. Untuk 

dapat menganalisis bahan yang telah diperoleh, maka penulis harus menggunakan 

beberapa  langkah  dalam  penelitian  hukum  agar  menentukan  hasil  yang  tepat 

untuk  menjawab  masalah yang  ada. Langkah-langkah yang  dilakukan  dalam 

penulisan penelitian hukum yaitu sebagai berikut.25 

                                                           
24 Dyah Ochtorina Susanti dan A‟an Efendi, Op.cit, hlm.171 
25 Ibid,  hlm. 213. 
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a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak 

relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan. 

b. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai 

relevansi juga bahan-bahan non hukum. 

c. Melakukan  telaah  atas  isu  hukum  yang  diajukan  berdasarkan  bahan-

bahan yang telah dikumpulkan. 

d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu 

hukum. 

e. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di 

dalam kesimpulan. 

 Langkah-langkah  selanjutnya  yang  dipergunakan  dalam  suatu  penelitian 

hukum  adalah  melakukan  telaah  atas  isu  hukum  yang  telah  dirumuskan  dalam 

rumusan  masalah  untuk  menarik  kesimpulan  berdasarkan  bahan-bahan  hukum 

yang sudah terkumpul menggunakan metode analisa bahan hukum deduktif yaitu 

berpangkal  dari  suatu  permasalahan  yang  secara  umum  sampai  dengan  hal-hal 

yang bersifat khusus. Dengan demikian, maka dapat dicapai tujuan yang 

diinginkan  dalam  penulisan  tesis,  yaitu  untuk  menjawab  isu  hukum  yang  ada. 

Sehingga pada akhirnya penulis dapat memberikan preskripsi mengenai apa yang 

seharusnya dilakukan dan dapat diterapkan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

 

2.1. Teori Perlindungan Hukum 

Perlindungan  berasal  dari  kata  lindung    yang  memiliki  sifat  mengayomi 

mencegah mempertahankan dan membentengi. 26 Perlindungan hukum merupakan 

upaya pemerintah untuk menjamin adanya perlindungan kepada masyarakat agar 

hak-haknya sebagai warga negara tidak di langgar. Terkait perlindungan 

konsumen  harus  di  perhatikan  oleh  Pemerintah  baik  itu  dari  pembangunan  dan 

perkembangan perekonomian umumnya dan khususnya industri dan perdagangan. 

Mengenai teori perlindungan hukum ada beberapa ahli yang berpendapat 

mengenai  perlindungan  hukum,  antara  lain  Ftzgerald,  Satjipto  Raharjo  dan  Lily 

Rasyidi. 

Menurut  Fitzergeral  dalam  Dyah  Ochtorina  Susanti  menjelasakan  bahwa 

hukum  melindungi  kepentingan  seseorang  dengan  cara  mengalokasikan  suatu 

kekuasaan kepadanya secara terukur, dalam arti di tentukan keluasan dan 

kedalammannya, untuk kepentigannnya yang sebut dengan hak. Jadi tidak setiap 

kekuasaan  dalam  masyarkat  itu  dapat  dikatakan  sebagai  hak,  melainkan  hanya 

kekuasaaan tertentu saja yaitu yang diberikan oleh hukum kepada seseorang.27   

                                                           
26  Dedy  Sugiono,  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  (Jakarta:  Pusat  Bahasa,  2016),  hlm. 

185 
27Dyah Ochtorina Susanti, Makalah Teori Perlindungan Hukum, disampaikan di program  

Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Kadiri (UNISKA), (Kediri: 3 Desember 2011), hlm. 
1 
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Kepentingan  masyarakat yang  di  sampaikan  Salmond    seperti yang di 

jelaskan  Fitzergerald  dalam  Dyah  Ochtorina  Susanti,  merupakan  sasaran  dari 

suatu  hak,  bukan  hanya  yang  di  lindungi  hukum,  tetapi  juga  karena  adanya 

vinculum  juris,  yaitu  pengakuan  terhadap  hak  pihak-pihak  yang  terikat  dalam 

hubungan kewajiban. 28 Sedangkan ciri-ciri yang melekat pada hak menurut teori 

perlindungan hukum menurut Salmond seperti ditegaskan Fitzegerald dalam Dyah 

Ochtorina Susanti yaitu: 

a. Hak itu diletakan kepada seseorang yang disebut sebagai pemilik atau subjek 

dari hak itu. 

b. Hak itu tertuju kepada orang lain, yaitu yang menjadi pemegang keawajiban. 

c. Hak yang ada pada sesorang ini mewajibkan pihak lain untuk melakukan atau 

tanpa melakukan sesuatu perbuatan . 

d. Commmission dan ommision itu menyangkut sesuatu yang bisa desbut 

sebagai objek dari hak. 

e. Setiap hak menurut hukum itu mempunyai titel, yaitu suatu peristiwa tertentu 

yang menjadi alasan melekatnya hak itu kepada pemiliknya.29 

Kepentingan hukum adalah mengurusi hak dan kepentingan manusia, 

sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan 

manusia yang  perlu  diatur  dan  dilindungi. Perlindungan  hukum  harus  dapat 

melihat bebrapa tahapan yang di atur dan di lindungi. Perlindungan hukum harus  

melihat  beberapa  tahapan  yakni  perlindungan  hukum  lahir  dari  suatu  ketentuan 

hukum  dan  segala  peraturan  hukum  yang  diberikan  oleh  masyarakat  yang  pada 

                                                           
28 Ibid, hlm. 2 
29 Ibid, hlm. 2 
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dsarnya  merupakan  kesepakatan  masyarakat  tersebut  untuk  mengatur  hubungan 

prilaku antara anggota-anggota masyarakat dan perseorangan dengan pemerintah 

yang dianggap mewakili kepntingan masyarakat banyak.30 

Menurut  Lili  Rasjidi  dan  LB  Wysa  Putra  dalam  Satjipto  Raharjo  hukum 

berfungsi guna mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaftif dan 

fleksibel,  melainkan  juga  prediktif  dan  antipatif.31  Sedangkan  menurut  Satjipto 

Raharjo perlindungan hukum merupakan memberikan pengayoman atau 

perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM) yang di rugikan  yang lain dan 

perlindungan  itu  diberikan  kepada  masyarkat  suapaya  dapat  memberikan  semua 

hak-hak yang di berikan oleh hukum.32  

Sedangkan menurut M. Isnaeni menyatakan bahwa pada dasarnya 

Perlindungan  hukum  ditinjau  dari  sumbernya  dapat  dibedakan  menjadi  2  (dua) 

macam yakni perlindungan hukum “internal” dan pelindungan hukum 

“eksternal”33 Hakekat perlindungan hukum internal, pada dasarnya perlindungan 

hukum  yang  dimaksud  dikemas  sendiri  oleh  para  pihak  pada  saat  membuat 

perjanjian, dimana pada waktu mengemas klausula-klausula kontrak, kedua belah 

pihak  menginginkan  agar  kepentingannya  terakomodir  atas  dasar  kata  sepakat. 

dijadikan  landasan  pada  waktu  para  pihak  merakit  klausula-klausula  perjanjian 

yang sedang digarapnya, sehingga perlindungan hukum dari masing-masing pihak 

dapat terwujud secara lugas atas inisiatif mereka.34 

                                                           
30 Ibid, hlm. 53 

 
32 Ibid, hlm. 69 
33 Moch. Isnaeni, Pejar Pendar Hukum Perdata, (Surabaya: Revka Petra Media, 2016), 

hlm. 39. 
34 Ibid., hlm, 60 
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Perlindungan hukum eksternal merupakan bentuk perlindungan hukum yang 

dibuat oleh penguasa lewat regulasi bagi kepentingan pihak  yang lemah. Sesuai 

hakekat  peraturan  perundangan  yang  tidak  boleh  berat  sebelah  atau  memihak, 

perlindungan hukum secara proposional juga wajib diberikan secara seimbang dan 

sedini mungkin kepihak lainnya.35  

Jadi dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari 

bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum yaitu, 

kepastian,  keadilan  dan  kemanfaaatan.  Perlindungan  hukum  sendiri  merupakan 

suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan peraturan 

yang berlaku baik itu yang bersifat pereventif maupun dalam bentuk yang bersifat 

represif, baik yang secara teretulis maupun tidak tertulis dalam rangka 

menengakan peraturan hukum. 

2.2 Teori Kepastian Hukum 

Teori Kepastian Hukum dari Gustav Radbruch, dimana bila dicari inti dari 

teori kepastian itu sendiri adalah: 

 Teori  kepastian  hukum  itu  mengandung  2  (dua)  pengertian  yaitu 
pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu 
mengetahui perbuatan apa  yang boleh atau tidak boleh dilakukan, 
dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari 
kesewenangan  pemerintah  karena  dengan  adanya  aturan  hukum 
yang  bersifat  umum  itu  individu  dapat  mengetahui  apa  saja  yang 
boleh  dibebankan  atau  dilakukan  oleh  Negara  terhadap  individu. 
Kepastian  hukum  bukan  hanya  berupa  pasal-pasal  dalam  undang-
undang  melainkan  juga  adanya  konsistensi  dalam  putusan  hakim 
antara  putusan  hakim  yang  satu  dengan  putusan  hakim  lainnya 
untuk kasus yang serupa yang telah di putuskan.36 
 

                                                           
35 Ibid, hlm, 163 

36 Peter Mahmud Marzuki, Op.cit., hlm. 158 
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Kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus 

dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya 

pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang 

berwenang  dan  berwibawa,  sehingga  aturan-aturan  itu  memiliki  aspek  yuridis 

yang  dapat  menjamin  adanya  kepastian  bahwa  hukum  berfungsi  sebagai  suatu 

peraturan yang harus ditaati.  

Lon  Fuller  dalam  bukunya  the  Morality  of  Law  mengajukan  8  (delapan) 

asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yang apabila tidak terpenuhi, maka hukum 

akan  gagal  untuk  disebut  sebagai  hukum,  atau  dengan  kata  lain  harus  terdapat 

kepastian hukum. Kedelapan asas tersebut adalah sebagai berikut:37 

1. Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan 

putusan-putusan sesat untuk hal-hal tertentu; 

2. Peraturan tersebut diumumkan kepada publik; 

3. Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem; 

4. Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum; 

5. Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan; 

6. Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan; 

7. Tidak boleh sering diubah-ubah; 

8. Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari. Pendapat 

Lon Fuller di atas dapat dikatakan bahwa harus ada kepastian antara peraturan 

dan pelaksanaannya, dengan demikian sudah memasuki ranah aksi, perilaku, 

dan faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana hukum positif dijalankan.  

                                                           
37 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Cetakan Ke-5, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000) 

hlm. 91-92. 
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Kepastian hukum secara normatif adalah saat suatu peraturan dibuat dan 

diundangkan  secara  pasti  karena  dapat  memberikan  pengaturan  secara  jelas  dan 

logis. Jelas dalam artian hukum tersebut tidak menimbulkan keragu-raguan atau 

multi tafsir, dan logis dalam artian bahwa hukum tersebut menjadi suatu system 

norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan  konflik 

norma dengan aturan lainnya. 

2.3 Finansial Teknologi (Fintech) 

2.3.1 Pengertian Finansial Teknologi (Fintech) 

Berkembangya  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  tentunya  memepengarui 

pola  prilaku  manusi  dalam  informasi  dan  layan  elektronik.  Fintech  berasal  dari 

istilah teknologi finansial. Inovasi berhasil mentransformasikan suatu sistem atau 

dengan  pasar  dengan  menggunakan  kepraktisan,  kenyamanan,  dan  kemudahan 

akses. Menurut the national digital reserach centre (NDRC), di Dublin, Irlandia 

mengartikan teknologi finansial (fintech) adalah inovasi dalam layanan keuangan 

yang  merupakan  suatu  inovasi  pada  sektor  finansial  yang  mendapat  sentuhan 

teknologi modern.38 Berdasar World Bank 2016 teknologi finansial (fintech) 

didefinisikan sebagai industri yang terdiri dari perusahaan-perusahaan yang 

menggunakan teknologi agar sistem keuangan dan penyampaian layanan 

keuangan  lebih  efisien. 39 Weekly  mendefinisikan  teknologi  finansial  (fintech) 

                                                           
38 Ernama Santi, Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology ( 

peraturan otoritas jasa  keuangan nomor 77/pojk.01/2016, (Semarang: Diponegoro Law Journal, 
Volume 6, Nomor 3, Tahun 2017), hlm. 34 

39 Muhammad Afdi Nizar, Teknologi Keuangan (Fintech): Konsep dan Implementasinya 
di Indonesia, (Jakarta: Reserchgate, 2017), hlm. 6 
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sebagai  sebuah  bisnis  yang  tujuannya  menyediakan  layanan  keungan  dengan 

memnafaatkan perangkat lunak dan teknologi modern dalam kerjanya.40 

Berdasarkan pengertian para pakar finansial teknologi (fintech) ada 

berbagai  macam  meskipun  dalam  bahasa  berbeda  mendefinisikanya.  Sala  satu 

pakar tersebut adalah Dorfleitner, Hornuf, Schmitt, & Weber finansial teknologi 

(fintech)  didefinisiskan  sebagai  industri  yang  melaju  dengan  sangat  cepat  dan 

dinamis  dimana  terdapat  banyak  model  bisnis  yang  berbeda.41  Berbeda  dengan 

Hsueh yang mengartikan teknologi finansial (fintech) hanya menyebutkan model 

layanan  keungan  baru  yang  dikembangkan  melalui  inovasi  teknologi  informasi 

dan jaringan.42 Berdasrkan  Ajisatria Suleiman, direktur kebijakan publik asosiasi 

fintech  Indonesia  mengatakan  “fintech  merupakan  salah  satu  alternatif  solusi 

keuangan yang terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat.43 

Di Indonesia ada beberapa peraturan yang mendefinisikan tentang 

teknologi  finansial  (fintech)  ini,  yaitu  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK) 

dan  Bank  Indonesia  (BI).    Peraturan  OJK  Nomor  77/POJK.01/2016  Tentang 

layanan  Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis  Teknologi  Informasi,  dalam  pasal  1 

angka  3  peraturan  tersebut  menjelaskan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  finansial 

teknologi (fintech) adalah: 

 “penyelenggaran layanan jasa keuangan untuk mempertemukan 
pemberi pinjaman dengan menerima pinjaman dalam rangka 
melakukan  perjanjian  pinjam  meminjam  dalam  mata  uang  rupiah 

                                                           
40 Ernama Santi, Op.cit, hlm. 35 
 
41 Miswan Ansori, Perkembangan Dan Dampak Financial Technology (Fintech) 

Terhadap Industri Keuangan Syariah Di Jawa Tengah, (Jakarta: Wahana Islamika, 2019), hlm. 35 
42 Ibid, hlm. 35 
43 Asosiasi Fintech Indonesia,  Press Release Indonesia Fintech Fair, 2018.  ; 

https://fintech.id/ideas/ideas-detail?id=756 Diakses pada, 22 Oktober 2019. 
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secara lansung melalui sistem elektronik dengan menggunakan 
jaringan internet” 
 
Sedangkan Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 

19/12/PBI/2017  Tentang  Penyelenggaraan  Teknologi  Finansial    dalam  pasal  1 

angkat 1 mendefinisikan teknologi finansial (fintech) adalah: 

“penggunaan  teknologi  dalam  sistem  keuangan  yang  menghasilkan 
produk  layanan,  teknologi,  dan/atau  model  bisnis  baru  serta  dapat 
berdampak pada stabilitas moneter , stabilitas sistem keuangan, dan/ 
atau efisiensi kelancaran, kemanann dan keandalan sistem 
pembayaran 
 

2.3.2 Macam-macam Teknologi Finansial 

Teknologi finansial saat ini merupakan bentuk tranformasi di bidang 

keuangan,  hal  ini  di  dasari  karena  dengan  teknologi  financial  ini  memberikan 

kemudahan  bagi  konsumen  yang  tinggal  di  lokasi  atau  daerah  terpencing  akan 

ekonomi  modern.  Teknologi  finansial  (fintech)  ini  juga  membuat  biaya  yang 

berkaitan dengan layanan finansial menjadi lebih rendah. Di Indonesia ada banyak 

jenis produk teknologi finansial, terutama yang berbentuk startup. Hal semacam 

ini di karenakan keperluan finansial di  Indonesia berkembang pesat di tanah air 

sebagai  alternatif  guna  memenuhi  kebutuhan  ekonomi.  Adapun  macam-macam 

teknologi finansial (fintech) di Indonesia adalah sebagai berikut:44 

1. Perusahaan investasi elektronik. 

Layanan  finansial  ini  disediakan  oleh  bank-bank  yang  terdapat  di  Indonesia 

baik bank milik Pemerintah ataupun swasta. Dapat digunakan sebagai investasi 

secara elektronik seperti saham, asuransi dan lain-lain. 

                                                           
44 Anonim, Produk Finance  Technology Yang Layak Anda Coba, Diakses Melalui 

https://www.investree.id/, Pada Tanggal 30 Agustus 2019, pukul 19.30 
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2. Peer-to-peer lending (P2PL) 

Teknologi  finansial  (fintech)  jenis  ini  memberikan  alternatif  wadah  investasi 

dan menawarkan pinjaman elektronik. Saat reksadana bertujuan untuk 

menghimpun pemodal besar,  P2PL merupakan sebaliknya.  Pada peer-to-peer 

lending  (P2PL)  ini  lebih  condong  ke  usaha  kecil  menengah  (UKM)  dalam 

melakuan usahanya. 

 

3. Crowdfunding. 

Platfrom  digital  lebih  sama  dengan  peer-to-peer  lending  (P2PL),  tetapi  uang 

yang  dikumpulkan  secara  gotong-royong  melalui  website  crowdfunding  tidak 

selalu dimaksudkan guna memberikan modal usaha bagi mereka yang 

membutuhkan.  Ada  website  crowdfunding  yang  khusus  dibuat  untuk  tujuan 

sosial, seperti AyoPeduli.com. 

4. Mobile payments/elektronik banking. 

Contoh transaksi ini seperti pembayaran bulanan, transfer uang, ataupun 

belanja dengan elektronik maupun mutasi rekening dan masih banyak lagi. 

5. Risk and invesment management. 

Risk  and  invesment  management  adalah  perencana  keuangan  yang  berbentuk 

digital  yang  membantu  setiap  pengguna  untuk  membuat  rencana  keuangan 

sesuai dengan kondisi keuagan yang ada. 

6. Marketplace 

Marketplace merupakan platform digital jual beli yang menwarakan 

dagangannya sekaligus juga dapat memeberi kemudahan akses layanan belanja 
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sehingga  konsumen  dapat  mengaksesnya  melalui  jaringan  internet  dari  mana 

saja. Contoh usaha ini adalah buka lapak, tokopedia. 

2.4 Layanan Pinjam Elektronik  

2.4.1 Pengertian Layanan Pinjam Elektronik  

Pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang 

Penyelenggaraan Teknologi Finansial pasal 1 menyatakan:  

“pinjam meminjam berbasis teknologi adalah salah satu 
peneyelenggara teknolohgi informasi berada dibawah 
kewenangan otoritas, sehingga pendaftaran tanpa melalui Bank 
Indonesia”. 
 
 Layanan  pinjam  meminjam  berbasi  teknologi  finansial  (fintech)  diatur 

secara khusus dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 

tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. 

Menimbang    bahwa  teknologi  informasi  telah  digunakan    untuk  meningkatkan 

pembiayaan  bagi  masyarakat  dan  berkontribusi  dalam  pertumbuhan  nasional. 

Berdasrkan pasal 1 ayat 3 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 layanan pinjam 

meminjam dalam teknologi di artikan sebagai: 

“Penyelenggaraan layanan jasa keuangan untyk mempertemukan 
pembebri pinjaman dalam rangka melakukan pinjam meminjam 
dalam mata uang rupiah secara lansungmenggunakan jaringan 
internet” 
 
Dijelaskan  juga  pada  pasal  1  ayat  4  POJK  Nomor  77/POJK.01/2016 

layanan  pinjam  meminjam  dalam  teknologi  mengenai  sistem  elektronik  yang 

merupakan serangkaian perangkat dan prosedur  elektronik yang berfungsi 

mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, 

menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan menyebarkan informasi 
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elektronik  di  biang  layanan  jasa  keuangan.  Layanan  pinjam  meminjam  uang 

berbasis teknologi pada dasarnya sama seperti perjanjian pinjam meminjam uang 

konvensional  ,  hanya  saja  dalam  pelaksanaannya  orang  yang  sebagai  konsumen 

dan  pelaku  usah  tidak  akan  bertemu  secara  lansung  melainkan  perjanjiannya 

dilakukan secara elektronik dengan jaringan internet.45 

2.4.2 Subyek Layanan Pinjam Elektronik  

Pada dasarnya jika merujuk Pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 

Nomor  77  /Pojk.01/2016  Tentang  Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis 

Teknologi  Informasi  pada  Pasal  1  subyek  hukum  layanan  pinjam  elektronik 

berbasis teknologi dapat di bedakan sebagai berikut: 

1. Penyelenggara layanan Pinjam Elektronik  

Penyelenggara  dalam  layanan  pinjam  elektronik  adalah  berbentuk  hukum 

Indonesia yang menyediakan, mengelola dan juga menjalankan layanan 

pinjam elektronik tersebut. 

2. Penerima Pinjaman 

Penerima pinjaman dalam pasal 1 angka 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 

Nomor 77 /Pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis 

Teknologi  Informasi  (PJOK)  menjelaskan  bahwa  yang  dikatakan  penerima 

pinjaman adalah orang atau badan hukum yang berhutang dengan perjanjian 

layanan pinjam uang berlandaskan teknologi informasi. 

3. Pemberi Pinjaman 

                                                           
45  Ernama  Santi,  Pengawasan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Tehadap  Financial  Tecnology 

(Peraturan Otoritasa Jasa keuangan Nomor 77/POJK.01/2016), Vol 6 Nomor 3 (2017), hlm. 6 
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Menurut pasal 1 angka 8 pemberi pinjaman diartikan sebagai orang ataupun 

badan hukum dan atau badan usaha yang mempunyai piutang karena 

perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. 

4. Pengguna layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. 

Pada hal ini yang dapat dikatakan pengguna layanan pinjam meminjam uang 

berbasis teknologi informasi yang selanjutnya disebut sebagai pengguna 

berdasarkan  pasal  1  angka  4  adalah  pemberi  dan  penerima  pinjaman  yang 

menggunakan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. 

 

2.4.3 Obyek Layanan Pinjam Elektronik  

Pada  layanan  pinjam  meminjam  elektronik  pada  dasarnya  sama  seperti 

pinjam meminjam uang secara konvensional, hanya dalam hal ini para pihak tidak 

bertemu  secara  lansung  dan  hanya  melalaui  jaringan  internet.  Para  pihak  tidak 

akan saling mengenal karena terdapat penyelenggara yang akan memepertemukan 

para pihak dan pelaksanaan perjanjian dilakukan secara elektronik. 46 Berdasarkan 

Pasal  1754  KUHPerdata  bahwa  objek  pinjam  meminjam  adalah  barang-barang 

yang habis karena pemakaian atau barang-barang yang dapat diganti dengan jenis 

dan  keadaan  yang  sama.  oleh  karena  itu  objek  perjanjian  pinjam  meminjam  itu 

tidak dapat berupa: 

a. Barang-barang yang tidak bergerak karena tidak ada barang yang tidak 

bergerak habis karena pemakaian.  

                                                           
46 Ernama santi, Op.cit, hlm. 6 
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b. Barang-barang  bergerak  yang  tidak  dapat  diganti  dengan  jenis  dan  kualitas 

yang sama. 

Pada layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi   objeknya berupa 

uang, hal ini sama seperti yang pinjam meminjam konvensional yang 

menggunakan suatu jaminan.47 Berkaitan dengan jaminan pinjam meminjam uang 

berbasis teknologi, karena pada dsarnya jaminan merupakan syarat utama dalam 

melakukan  pinjaman.  Pada  pinjam  meminjam berbasis  teknologi  jaminannya 

adalah  scan  kartu  tanda  penduduk  (KTP)  konsumen  pengguna  jasa  pinjaman 

elektronik  yang nantinya di kirim ke aplikasi penyedia pinjaman elektronik.48 

 

2.5 Data Pribadi 

2.5.1 Pengertian Data Pribadi 

Dewasa  ini  perkembangn  teknologi  yang  semnakin  hari  semakin  maju 

menentukan suatu perkembangan di suatu negara maju ataupun negara 

berkembang.49 informasi individu saat ini adalah suatu yang sangat penting untuk 

di  lindungi  oleh  individu  ataupun    oleh  negara,  hal  ini  dikarenakan  munculnya 

sistem  komputer  yang  semakin  hari  semakin  besar  karena  kebocoran  informasi. 

Kemajuan  teknologi  ini  juga  menimbulkan  ancaman  serius  bagi  privasi  pribadi 

dan keamanan informasi.50 

                                                           
47Marhainis  Abdul  Hay,  Hukum  Perbankan  Indonesia,  (Jakarta:  Pradnya  Paramita,  , 

1984), hlm. 147 
48 Ibid, hlm.148 
49Shinta Dewi, Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E-Commerce 

Menurut Hukum Internasional, (Bandung : Widya Padjajaran, 2009), hlm. 53 
507Cameron  G.  Shilling,  “Privacy  and  Data  Security  :  New  Challenges  of  The  Digital 

Age”, New Hampshire Bar Journal (2011). hlm 1 
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Data pribadi atau yang disebut privasi menurut istilahnya/bahasa diartikan 

sebagai  privasi,  kondisi    pribadi,  kerahasiaan  hak  untuk  dibiarkan  sendiri,  hak 

seseorang untuk bebas dari campur tangan yang tidak beralasan..51 Data 

merupakan  setiap  informasi  yang  di  proses  melalaui  peralatan  yang  semuanya 

tersebut  berfungsi  secara  otomatis  gunanya  menanggapi  intruksi-intruksi  dan  di 

simpan  dengan  maksud  nantinya  dapat  di  proses  kembali.  Data  juga  termasuk 

informasi yang berkaitan hal-hal yang bersifat penting bagi seseorang dan 

merupakan  bagian  sistem  penyimpanan  yang  relevan.  Terkait  itu  perlindungan 

terhadap  data  sangat  penting  karena  menyangkut  hal-hal  yang  sangat  berharga 

terhadap privasi seseorang.  

Data  pribadi  terdiri  atas  fakta-fakta,  komunikasi  atau  pendapat  berkaitan 

dengan  individu  yang  merupakan  informasi  sangat  pribadi  dan  sensitif  yang 

memungkinkan  orang  lain  sangat  tidak  di  perlihatkan  kepada  orang  lain,  oleh 

sebab  itu  penggunaan  data  pribadi  sangat  membutuhkan  perlindungan.52  Salah 

satu  akademisi  yang  mendefiniskan  data  adalah  Jerry  Kang,  menurutnya  data 

pribadi  menggambarkan  suatu  informasi  yang  erat  kaitannya  dengan  seseorang 

yang  akan  membedakan  karateristik  masing-masing  individu.53  Pada  dasarnya 

bentuk perlindungan terhadap data dibagi dalam dua kategori, yaitu bentuk 

perlindungan data berupa pengamanan terhadap fisik data itu, baik data yang kasat 

                                                           
51Edman Makarim, Pengantar Hukum Telematika, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2005), hlm. 157 
52  Shinta  Dewi,  Cyber  Law,  Perlindungan  Privasi  Atas  Informasi  Pribadi  Dalam  E-

Commerce Menurut Hukum Internasional, (Bandung: Widya Padjajaran, 2009), hlm. 37 
53 Jerry Kang, “Information Privacy in Cyberspace Transaction”, Stanford Law Review 

Vol 50. (April 1998), hlm. 5 
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mata maupun data yang tidak kasat mata. 54 Bentuk perlindungan data lain adalah 

adanya sisi regulasi yang mengatur tentang penggunaan data oleh orang lain yang 

tidak  berhak  menyalahgunaan  data  untuk  kepentingan  tertentu,  dan  perusakan 

terhadap data itu sendiri.  

Selanjutnya Julie Innes mendefinisikan data pribadi sebagai suatu kondisi 

ketika seseorang memiliki control atas suatu rana keputusan privat merek,  yang 

meliputi keputusan atas akses privat, informasi privat dan tindakan privat, 

sedangkan privat sendiri merupakan seabagai produk kepedulian terhadap 

sesame.55  Sedangkan  Gavison  melihat  data  pribadi  sebagai  suatu  konsep  yang 

komplek yang didalamnya terdiri dari 3 unsur yaitu:56 

1. Kerahasiaan. 

2. Anonimitas. 

3. Kesendirian 

Berangkat dari pengertiannya, data pribadi adalah data yang berupa 

identitas, kode, simbol, huruf atau angka penanda personal seseorang yang 

bersifat  pribadi.  Setiap  negara  menggunakan  peristilahan  yang  berbeda  antara 

informasi pribadi dan data pribadi. Secara substantif kedua istilah tersebut 

mempunyai pengertian  yang hampir sama sehingga kedua istilah tersebut sering 

digunakan  bergantian.  Amerika  Serikat,  Kanada,  dan  Australia  menggunakan 

istilah informasi pribadi sedangkan negara-negara Uni Eropa dan Indonesia 

sendiri dalam UU ITE menggunakan istilah data pribadi. 

                                                           
54  Purwanto,  Penelitian  Tentang  Perlindungan  Hukum  Data  Digital,  (Jakarta:  medika, 

2018),hlm. 13 
55  7  Julie  C.  Inness,  Privacy,  Intimacy,  and  Isolation,  (New  York:  Oxford  University 

Press, 1992), hlm. 140 
56 Ruth Gavison, Privacy and the Limits of Law, (New York: Yale Law Journal, 1980), 

hlm. 89 
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Peraturan  Menteri  Nomor  20  Tahun  2016  Tentang  Perlindungan  Data 

Pribadi  Dalam  Sistem  Elektronik  Pasal  1  angka  menjelaskan  tentang  pengertian 

data pribadi, Yaitu: 

“data  perseorangan  tertentu  yang  di  simpan,  di  rawat,  dan 

dijaga kebenaran serta di lindungi kerahasiannya.” 

Dari  berbagai  definisi  tentang  data  pribadi  dapat  di  polorasi  bahwa  data 

pribadi  pada  intinya  menempatkan  privasi  sebagai  klaim  hak  atau  hak  individu 

untuk dapat menentukan informasi apa saja tentang dirinya sendiri, yang dapat di 

sampaikan kepada orang lain.57  

 

2.5.2 Macam-Macam Data Pribadi 

Pada dasarnya penggunaan data pribadi sangatlah bermanfaat dan bernilai 

tinggi  untuk  kepentingan  ekonomis.  Penggunaan  data  yang  tidak  sesuai  dengan 

peruntukan ataupun kesepakatan akan memberikan dampak yang buruk sperti hal-

nya pelanggaran privasi maupun pelanggaran ketentuan yaang ada yang 

membatasai persaingan usaha. Salah satu yang paling berbahaya adalah melacak 

database seseorang melalui GPS (melacak lokasi seseorang) dari ponsel orang lain 

seperti  mengenai  media  sosisal  yang  digunakan  seseorang  bahkan  juga  dapat 

membobol hal sensitif lainnya.58 

                                                           
57  Ferdinand  Schoeman,  "Privacy:  Philosophical  Dimensions”,  dalam  Ferdinand  D. 

Schoeman  (ed.),  Philosophical  Dimensions  of  Privacy:  An  Antology,  (Cambridge:  Cambridge 
University Press, 1984), hlm. 2 

58  John  S.  Pruitt  et  al,  “Big  Data  and  Cybersecurity:  The  Federal  Insurance  Office 
Protection”,2017<https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=b2663a0a-6603-4ca4-
831e5c94ca42a296>,  Diakses Pada Tanggal 6 September 2019 
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Mengenai  data  pribadi  dan  penyimpanan  data  memang  sudah  seharusnya 

dijamin agar seseorang dapat menjalankan hak untuk memiliki pengamanan data 

miliknya  dan  gunan  mengoreksi  data  ketika  diketahuiterdapat  suatru  kesalahan 

pada data yang di simpan, pun guna menarik kembali penyerahan data pribadi. 59 

Data  pribadi  ini  menurut  RUU  Perlindungan  Data  Pribadi  Pasal  2  dibedakan 

menjadi 2 macam yakni data yang bersifat umum dan data pribadi yang bersifat 

sensitif. macam-macam data yang bersifat umum sendiri menurut ketentuan RUU 

Perlindungan Data Pribadi  dibedakan sebagai berikut:60 

a. Nama 

b. Tempat dan tanggal lahir. 

c. Nomor KTP, SIM, atau surat pengenal lainnya. 

d. Data biometrik seperti sidik jari, foto digital atau pindaian retina. 

e. Data lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan data pribadi. 

 

  Sedangkan data pribdi yang bersifat sensitif menurut pasal 6 ayat 3 RUU 

Perlindungan Data Pribadi menyatakan bahwa data pribadi yang bersifat sensitif 

terdiri dari: 61 

a. Agama. 

b. Kesehatan. 

c. Kondisi fisik dan mental. 

d. Kebiasaan pribadi 

e. Kehidupan seksual; 

f. Pandangan politik; 

g. Catatan kejahatan; 
                                                           

59    Naskah  Akademik  Rancangan  Undang-Undang  Perlindungan  Data  Pribadi,    hlm. 
139&140 

60 Ibid, hlm. 170 
61 Ibid, hlm. 170 
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h. Data anak 

i. Data keuangan pribadi 

j. Data  lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

  Berdasar  uraian  diatas  bahwa  data  pribadi  merupakan  suatu  hal  yang 

sangat  penting  bagi  kehidupan  manusia,  yang  mana  selain  berguna  melindungi 

data seseorang, tetapi juga berguna untuk melindungi hak-hak dasar dan 

kebebasan individu. Guna memastikan bahwa hak dan kebebasan seseorang tidak 

di  langgar.  Kebocoran  ataupun  penyalahgunaan  data  pribadi  yang  menyebabkan 

kerugian pada pemilik data pribadi tersebut. 
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        BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL 

 

Peneliti di dalam penyusunan tesis ini bermaksud untuk meneliti terhadap 

masalah hukum perdata ekonomi yakni sebagaimana ketiga rumusan masalah agar 

dapat melindungi kepentingan konsumen jasa pinjaman elektronik terutama dalam 

masalah perlindungan data pribadi. Karena dalam kenyataannya mengenai 

regulasi perlindungan data pribadi pengguna jasa pinjaman elektronik belum atau 

tidak ada regulasi yang mengaturnya. 

Jasa pinjaman elektronik sejatinya kini telah berkembang pesat, hal ini di 

karenakan kemajuan teknologi yang semakin haris semakin modern dan 

mnyebabkan hampir seluruh sektor kehidupan manusia di pengarui oleh teknologi 

tak  terkecuaali  dalam  bidang  pembiayaan.  Disini  diperlukan  suatu  perlindungan 

yang  yang  merupakan  kepastian  guna  memberikan  perlindungan  hukum  bagi 

subjek dalam transaksi pinjaman elektronik. Perlindungan hukum terhadap 

konsumen  sejatinya  telah  diatur  dalam  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1999 

Tentang  Perlindungan  Konsumen.  Undang-undang  tersebut  diharapakan  dapat 

memberikan  kepastian  hukum  terhadap  konsumen  nagi  penggun  jasa  pinjaman 

elektronik. Hadirnya UUPK tentunya diharapkan dapat melindungi baik itu 

konsumen ataupun pelaku usaha dalam setiap terjadinya prsitiwa transaksi. 

Faktanya  hadirnya  UUPK  jika  di  hubungkan  dengan  fenomena  saat  ini  seperti 

transaksi pinjaman elektronik masih belum bisa melindungi hak konsumen yaitu 

oerlindungan terhadap data pribadi pengguna  jasa pinjaman  elektronik. Padahal 

kita  tau  bersama  data  pribadi  merupakan  suatu  yang  sangat  penting  bagi  semua 
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individu, karena data pribadi tidak semua orang tau bahkan banyak yang sifatnya 

rahasia. 

Tidak bisa di pungkiri Saat ini Indonesia belum memiliki Undang-undang 

yang  komprehensif  mengenai  perlindungan  data  pribadi.  Undang-Undang  Dasar 

Republik  Indonesia  Tahun  1945  (UUD  1945)  sebagai  konstitusi  Indonesia  pun  

tidak  secara  lengkap  mengatur  mengenai  perlindungan  data  sebagai  salah  satu 

bentuk  penghormatan  atau  pengakuan,  perlindungan  dan  pemenuhan  hak  asasi 

manusia dalam bentuk perlindungan data pribadi. 

Pada dasarnya perlindungan data pribadi pengguna jasa pinjaman 

elektronik hal yang sangat perlu bagi setiap individu, disini pemerintah 

diharapakan membuat kepastian hukum untuk menjaga keberlansungan 

perekonomian  yang  teratur.  Adanya  kekosongan  hukum  mengenai  perlindungan 

hukum  data  pribadi  penggun  jasa  pijaman  elektronik  merupakan  suatu  hal  yang 

sangat  riskan  melihat  perkembangan  sektor  pembiayaann  yang  memanfaatkan 

teknologi. 

Peneliti  di  dalam  memecahkan  isu  hukum  diatas  menggunakan  beberapa 

teori-teori untuk di jadikan pisau analisis dalam membahas ketiag rumusan 

masalah  yang diangkat dalam penulisan karya tulis ilmia tesis. Pembahasan dan 

hasil analisis dari masing-masing rumusan masalah akan menghasilkan 

kesimpulan dan saran. Hal tersebut di uraikan dalam bagan pada halaman 

berikutnya. 
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PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP 
PENGGUNA JASA PINJAMAN 

ELEKTRONIK ATAS DATA PRIBADI 
BERDASARKAN PRINSIP KEPASTIAN 

HUKUM 

bentuk perlindungan hukum 
data pribadi pengguna jasa 
pinjaman elektronik di 
Indonesia. 

pengaturan perlindungan 
hukum data pribadi  

pengguna jasa pinjaman 
elektronik di Indonesia 

menurut  prinsip kepastian 
hukum. 

konsep regulasi kedepan 

terhadap data pribadi 

debitur pinjaman 

elektronik berdasarkan 

prinsip kepastian hukum. 

1. Teori 
perlindungan 
hukum. 

1. Teori 
Perlindungan 
hukum. 

1. Teori Kepastian 
Hukum. 

KESIMPULAN  

1. Pendektan Undang-
undang. 

2. Pendekatan konseptual. 

 

1. Pendekatan 
perbandingan. 

 

1. Pendekatan Undang-
undang 

2. Pendekatan 
konseptual 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

  Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat dikemukakan 

beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Berdasar pendapat Lon Fuller tentang kepastian hukum, terkait perlindungan 

data pribadi pengguna jasa pinjaman elektronik di Indonesia dapat dikatakan 

belum mencerminkan kepastian hukum namun masih menimbulkan 

kerancuan. Sebab dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur 

mengenai perlindungan hukum data pribadi masih tersebar di berbagai 

peraturan (Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971 Tentang Ketentuan-

Ketentuan Pokok kearsipan,  Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang 

Dokumen Perusahaan, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang 

Perbankan, Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan 

Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, 

hal ini mengakibatkan terjadinya kesulitan menentukan peraturan mana yang 

di pakai ketika terjadi sengketa. 

2. Bentuk  perlindungan  hukum  data  pribadi  pada  bisnis  pinjaman  uang  secara 

elektronik  yakni pertama secara  internal, artinya bentuk perlindungannnya 

bagi  penerima  pinjaman  uang  elektronik  adalah  saat  sebelum  melakukan 

perjanjian (pra kontrak) pengajuan pinjaman, konsumen mempelajari terlebih 

dahulu syarat dan ketentuan yang berlaku pada aplikasi penyedia pinjam uang 

elektronik yang dikunjungi, kedua Bentuk perlindungan hukum secara 

eksternal, bentuk perlindungan ini sama seperti dengan bentuk perlindungan 
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hukum  secara  preventif  yang  menekankan  suatu  bentuk  perlindungan  yang 

diberikan oleh Pemerintah. Bentuk perlindungan secara eksternal yang 

berhubungan dengan perlindungan data pribadi terkait bisnis pinjaman 

elektronik di Indonesia memang sudah ada, namun peraturan tersebut tersebar 

di berbagai macam peraturan yang ada di Indonesia. 

3. Konsep Regulasi Kedepannya  yang ideal berkaitan dengan perlindungan data 

pribadi  harus sesuai dengan landasan filosofis,  sosiologis dan  yuridis. Dari 

segi  jangkauan  harus  dapat  menjangkau  berbagai  aktifitas  masyarakat  yang 

berkaitan dengan perlindungan data pribadi. Di samping itu substansi 

pengaturan  harus  memperhatikan  “common  elements”    (unsur-unsur  yang 

mengandung  persamaan)  dari  berbagai  regulasi  perlindungan  data  pribadi 

yang berkembang baik dalam lingkup internasional, regional maupun praktik-

praktik negara lain.  

5. 2 Saran 

Bertitik tolak kepada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan 

kesimpulan diatas, dapat diberikan saran sebagai berikut: 

1. Kepada  Pemerintah  dan  lembaga  terkait  hendaknya  mempersiapkan  payung 

hukum terkait perlindungan data pribadi, mengingat perkembangan teknologi 

yang  semakin  hari  semakin  berkembang  pesat  dan  sangat  pentingnya  data 

pribadi seseorang untuk di lindungi. 

2. Kepada perusahaan hendaknya mematuhi peraturan, hak dan kewajiban 

sesuai dengan tanggung jawab yang tidak merugikan masyarakat.  

3. Kepada konsumen hendaknya memilih perusahaan yang terpecaya dan 

memperhatikan  terlebih  dahulu  syarat  dan  ketentuan  sebelum  menyetujui 
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syarat  yang  di  berikan  oleh  penyedia  layanan  pinjam  meminjam  elektronik 

(fintech).  Saat    memeriksa,    terlebih  dahulu  kredibilitas  penyedia  layanan 

pinjam  meminjam  elektronik  sebelum  melakukan  transaksi  hutang  piutang. 

Selain itu, konsumen juga perlu mempelajari mengenai seluk beluk transaksi 

elektronik secara keseluruhan.                              .
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